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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PATEN BANGGAI

KAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
ERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Wh Nomor 21 Tahun 2007

an berlakunya Peraturan Pemerint:
tga Atas Peraturan pemernntah Nomor 24 Tahun
an Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota DPRD maka peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota  Dewan perwakilan  Rakyat Dacrah  Kabupaten Banggal

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerab Kabupaten Banggal
Nomor 2 Tahun 2006 perlu diadakan perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud pada huruf a
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang
as Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang
an Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

paten Banggai.

bahwa deng
tentang Perubahan Ke
2004 tentang Keduduk

perlu
Perubahan Kedua At

Kedudukan Protokoler d
perwakilan Rakyat Daerah Kabu

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah -
daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) .,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran
Negara RI Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3363).
Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Undang-Undang ~ Nomor
Kepegawaian (Lembaran Negara R Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

| embaran Negara Nomor 3890),
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Paj i
e jak Penghasilan

(Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 127, T
Negara Nomor 3985); e el
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan

! é ang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomo :
Negara Nomor 4286); 47, Jambahan,LBmbarart
Undang - Undang Nomor 22 T
Kedudukan Majelis Permusyawarata?whfggk 2.';t)og i qu tjgn® Gl
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewany Iée ewiz:.n isiaprive il
(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomo gn:/a an iaxyst Deeren
ll\JJegara Nomor 4310); r 92, Tambahan Lembaran
ndang - Undang Nomor 1 Tah
(Larbaran ‘Negara” RI Tekiun ugOZOgMNtentang Perbendaharaan Negara
Negara Nomor 4355); omor 5, Tambahan Lembaran
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Prgrundjan,,_unzng Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Tambahz s“ndangan (Lembaran Negara Rl Tanun 2004 Nomor 53,
U*\d';nr an Lembaran Negara Nomor 4289) :

'cang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran

11

18

19

Joms
gé?r:’;?q'ZL f-gzmor 4437) sebagaimana telah diubanh dengan Peraturan
Perut‘:'al'n.a ' Ienggann Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pcn_‘m‘tr;] Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
= ‘erintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 38,
::mbdhan Lembaran Negara RI Nomor 4433) yang telah ditetapkan
dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Rl
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4548),
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438} |
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1930 tentang Ketentuan
Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata
Penghormatan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3432);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebaga Daerah Otonom
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952) .
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah  Nomor & Tahun 1980 tentang Hak
Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepzlz Daerah dan Bekas
Kepala Daerah/Bekas Wakil Kerala Daerah serta janda sena dudanya
sebagaimana telah Beberapa kali diubah tergkhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Rl Tahun 2000
Nomor 121).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor S0, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagamana telah diubah dengan
peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540),
Paraturan Pemerintah Nomaor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daergh
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Nomar 4417),
peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinzn dan -Anggeta Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor @4, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4540),
peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578), ’
peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan I\C:an Per;{gl;az?«asan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara ahun 2005 Nomor 1
:\]egara Homor 4593) 65 Tambahan Lembaran
peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tents
Atas Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun ggz}d: %eiz—r‘:ba:zzg P;e:ua
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan A ) \ . i
nggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 90 T
Lembaran Negara Nomor 4416),  Tambahan
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Diantara Kete
‘\‘;;F «jn ;\O:..L..n!uan Pasal 1 ar_agka 19 dan angka 20 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka
“a dan 19b serta angka 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai bernikut -

. 'Pasal 1

D:—“Ja:_rf Peraturan Daerah in1 yang dimaksud dengan

19a Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan ke
Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong pen

. Pimpinan dan Anggota DPRD,

190 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan a
Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang
dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan
tugas dan fungsi pimpinan DPRD sehari-hari;

20 Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian
jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD. penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya,
kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD

can perlengkapannya

pada Pimpinan dan
ingkatan kinerja

dalah dana yang disediakan bagi

kegiatan operasional yang berkaitan
lain guna melancarkan pelaksanaan

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut .

'Pasal 10

Penghasilan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dar :
Uang Representasl,

a
b Tunjangan Keluarga,
c Tunjangan Beras;

d Uang Paket,

Tunjangan Jabatan.

Tunjangan Panitia Musyawarah,
Tunjangan Komisi,

Tunjangan Panitia Anggaran;
Turyzngan Badan Kehormatan, dan
Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

o)

e ketentuan pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A yang

uhan Pasal berbuny! sebagal berikut :

~
sl

O Se-it

Ko

'Pasal 10A

|an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan
enerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

Selan penghas
A

Ar ?‘;'J'- < DPRD dipernkan P

41 15 dan Pasal 18 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 15A,

(ya ketentuan Pas
hingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut

O ¢
| 1602, dan Pasal 15C se

Pas

'Pasal 15A

womunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A diberikan

[ung ingan
prnpinan - dan - Anggota DPRD dengan maempertimbangkan kemampuan

Ihd iaa

bees o 10130 daerah
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‘Pasal 158

aMmA

Tur, angan Komunikasi imensif sebagamana dimaksud dalam Pasal 1UA gibenkan

kepada Pimpinan dan lﬁ"’"?’.}Gia DPRD setiap bulan sebesar 2 (0ua) kali uang

rapiasentast Ketua DPRD
'Pasal 15C

Tunjangan Komunikast Intensif sebagaimana dimaksud Pasal 158 cibayarkan terhiung
mulal tanggal 1 Januan 2007 '

Ketentuan Pasal 16 diubah. sehingga keseluruhan Pasal berbuny! sebaga benkut
'Pasal 16

(1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghassdan
-ehanaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD

(2) Pajak penghasian Pasal 21 Pimpinan dan Anggola DPRD atas penenmaan lan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan kepuca yang bersangkutan

ketentuan peraturan perundang-undangan diidang perpajakan

COStS
Colich

Diantara Ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) bagar yaitu Bagian Kedua
A dan Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga keseluruhan berbuny!

Bagian Kedua A
Uang Duka dan Bantuan pengurusan Jenazah

‘Pasai 23

{1y Dalam hal Pimpinan ¢an Anggota DPRD meningaal Dunia hdak dalam men;g!anka'\
' tunas, kepada Ahl waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kall uang

representasi ' .
\ Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meningga!l Dunia dalam men;a ankan
fugas, kepada Ahli waris diberikan uang duka sebesar £ (enam) kali uang

representasl
" ql:gam yang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). kepada ahh

waris dibernkan pantuan pengurusan jenazah

1aqsal 25 dan Pasal 26 disisipkan 5 (ima) Pasal baru yaiu Pasa!l 25A. Pasal

Di antara F : :
268 pPasal 25C dan pasal 25D, sehingga keseluruhan be bunyl

'Pasal 25A

Selain belan@ penunang kegiatan sebagamana dimaksud dalam Pasal 25, kepada
pimpman DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dengan
mem pertimpangkan kemampuan keuangan daeran

'Pasal 25B
Belanja pPenunjang Operas'pnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A diberikan
wepada Pimpinan DPRD setiao bulan sebesar 4 (empat) kall uang representasi Ketua

DPRD ditambah 2 % (dua satu per dua) kali jumiah uang representasi seluruh Wakil
Ketua DPRD
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'Pasal 158

T i1 Komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Fasal 1CA dibertkan
o Pimginan dan Anggota DPRD setiap bulan sebesar 2 (dua) kali uang
representas) Ketua DPRD

'Pasal 15C

-

Ketentuan Pasal 16 diubah. sehingga keseluruhan Pasal berbunyi s€0a92! bernkut
'Pasal 16

11 Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRID atas penghasilan
sohagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APED
(2 Pajzk penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggcta DPRD ztas penerimaan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibenankan kepads yangd bersangkutan
=rcual ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpaakan

T

Diartara Ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) bagian yaitu Bagian Kedua
A d=n Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi

Bagian Kedua A
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

'Pasal 23

(1) Dalam hal Pimpinan ¢an Anggota DPRD meninggal Dunia tidak dalam menjalankan
tugas, kepada Ahl- warns diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kall uang

rgpresenta&
5 Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal Dunia dalam menjalankan

\(_‘: . .
tugas, kepada Ahli waris diberikan uang duka sebesar © (enam) kail uang
representas _

3y Selan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli
wans diberikan bantuan pengurusan jenazah

D antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 5 (ima) Pasal baru, yzitu Pasal 25A, Pasal

o0p Pasal 25C dan Pasal 25D, sehingga keseluruhan bebunyi

'Pasal 25A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalan Pasal 25 kepada
pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dengan

menmerhmbanqkan kemampuan keuangan daerah
'Pasal 25B

gelarya Penunang Operasional sebagaimana dimaksud dalam .

wepada Punpimnan DiPRD setiap bulan sebesar 4 (empat) kali uan‘:arbealr 2oA dlbenkan
DPRD mt;upmh 2 % (dua satu per dua) kali jumlah uang replcqimp_esemas: Ketua
vetua DPRD sentasi seluruh Wakil
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'Pasal 25C

?f"”"iif Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25A ””‘a!-’\‘?fl\;]n terhitung mulai tanggal 1 April 2007

'Pasal 25D
f'),"'!'?‘:“i"“"'f‘-"‘ Belarja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
dalan Pasal 25A didasarkan pada pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan

men pernatikan asas manfaat .dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran
pelatsanaan twaas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Di :-:nj;m Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26 disisipkan 1 (salu) ayat yaitu ayat (3a)
'j'-“' Ketentuan Pasal 26 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai
penkut

'Pasal 26

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan can Anggota DPRD yanj terdin atas
penghasilan,  penenmaan lain,  tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan
kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
Sekretanat DPRD.

2)  Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimanak dimaksud dalam

Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 dianggarkan dalam Pos

DPRD

(2)  Tunmjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Fasal 22 serta Belanja Penunjang Kegiatan

DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dianggarkan dalam Pos

Sakretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagal berikut :

5 Belanja Pegawai,
b Belanja Barang dan Jasa,

¢ Belanja Modal -

(3a) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan-DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

Sekretaris DPRD mengelola belanja DFRD sesuai dengan ketentuan peraturan

(4)
undang-undangan dibidang keuangan negara.

per
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Pasal ll
Poraturan Daerah i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
-ah v dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

2
[+7]

L7

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 16 Mei 2007

1

- BUPATI

.]

Diundar ~a\a". di Luvm
pada tanggal 1(7&.& 2007

//
SEKRETARIS/ HAERAHIR

v

. <
.’,\/'\Ll.u,u#-\-

TEMAIL MUID
7

/

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2007 NOMOR 8
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